
PERENCANAAN SOSIAL DI INDONE­
SIA*

’Makalah yang disampaikan pada Lokakarya Latihan dan Pendidikan Perencanaan Pemba­
ngunan Daerah, Prapat, 29 Agustus 1981. Dr. Sutomo ROESNADI adalah Staf Pengajar F1S-UI 
dan bekas Direktur Studi Pembangunan Indonesia FIS-UI - ISS Den Haag.

Sutomo ROESNADI

L PENDAHULUAN

Sebagaimana telah dimaklumi hakikat Pembangunan Nasional adalah 
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh ma­
syarakat Indonesia. Bertolak dari pengertian tersebut maka jelas bahwa renca­
na pembangunan fisik atau perencanaan pembangunan ekonomi saja, tanpa 
memperhatikan perencanaan pembangunan sosial, akan menjadi timpang.

Seperti telah diungkapkan pula dalam GBHN tujuan setiap pembangunan 
adalah selalu sama, yaitu:

(a) meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat;
(b) meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya.

Dalam trilogi Pembangunan yang baru diistilahkan pada pelaksanaan Re­
pelita II, tetapi pada hakikatnya telah menjadi landasan setiap kebijaksanaan 
pembangunan mulai Repelita I jelas ditonjolkan Trilogi yang pertama ialah 
faktor keadilan sosial:

’’Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial 
bagi seluruh rakyat; sedangkan yang menyangkut pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi 
dan stabilisasi nasional yang sehat dan dinamis, menempati masing-masing trilogi kedua dan 
ketiga.”

Pada Pelita III rumusan tujuan mengenai aspek-aspek pembangunan da­
lam bidang sosial tampak lebih jelas ‘agi, yaitu: ’’Meningkatkan taraf hidup, 
kecerdasan dan kesejahteraan selurun rakyat yang makin merata dan adil”.
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Bagaimana pentingnya aspek keadilan sosial dalam pembangunan Nasio­
nal telah mendapat perhatian luar biasa dari wakil-wakil rakyat di MPR de­
ngan dikeluarkannya Ketetapan-ketetapan MPR tahun 1978 dan pikiran- 
pikiran yang berkembang dalam sidang MPR tahun 1978 tersebut. Sehingga 
Presiden menggariskan tujuh sasaran yang harus dicapai dalam Repelita III, 
seperti tertera dalam Sapta Krida Kabinet Pembangunan III. Dari Sapta Krida 
Kabinet Pembangunan III tersebut ternyata bahwa masalah pembangunan so­
sial menempati urutan pertama dan berbunyi sebagai berikut: ’’Terciptanya 
keadaan dan suasana yang makin menjamin tercapainya keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat dengan makin meratakan pembangunan dan hasil-hasilnya”.

Asas pemerataan untuk menuju terciptanya keadilan sosial tampak sema­
kin jelas setelah dituangkan dalam Delapan Jalur Pemerataan pada Pelita III 
tersebut, yaitu:

(1) Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak khususnya pa­
ngan, sandang dan perumahan.

(2) Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kese­
hatan.

(3) Pemerataan pembagian pendapatan.
(4) Pemerataan kesempatan kerja.
(5) Pemerataan kesempatan berusaha.
(6) Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya 

bagi generasi muda dan kaum wanita.
(7) Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah Tanah Air.
(8) Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Dalam Pelita III Pembangunan Sosial Budaya dikategorikan menjadi satu 
dengan pembangunan dibidang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa.

Penjabaran perencanaan sosial dalam bidang sosial budaya tercakup 
aspek-aspek sebagai berikut:

(a) bidang pendidikan;
(b) bidang kebudayaan;
(c) bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
(d) bidang kesehatan, keluarga berencana dan kependudukan;
(e) bidang perumahan dan kesejahteraan sosial;
(f) bidang pengembangan generasi muda dan peranan wanita dalam pemba­

ngunan.
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Sejak pelaksanaan Pelita III telah sama-sama kita saksikan realisasi dari 
aspek-aspek perencanaan sosial di pelbagai penjuru Tanah Air. Namun itu 
tidak berarti bahwa kita harus merasa puas dengan hasil-hasil yang telah dica­
pai dalam berbagai bidang perencanaan sosial tersebut. Diantaranya terdapat 
hambatan-hambatan yang harus segera diatasi, di samping masih harus dicari 
modus-modus untuk menyempurnakan perencanaan dan realisasi pemba­
ngunan sosial yang telah ada. Tugas tersebut tidak hanya terletak pada pun­
dak para perencana dari pusat, tetapi dengan dikeluarkannya Keppres No. 27 
Tahun 1980, maka kesempatan diberikan kepada pemerintah daerah dan pe­
rencana daerah untuk berpartisipasi dalam memformulasikan perencanaan 
dari bawah.

II. DEFINISI PERENCANAAN

Perencanaan pada hakikatnya berkisar pada usaha mengalokasikan sarana 
secara rasional untuk mencapai tujuan yang tertentu dalam waktu yang terten­
tu pula, atau mungkin pula dapat dikatakan bahwa perencanaan adalah suatu 
usaha proses yang terorganisasi, didasari dan kontinyu untuk memilih alterna­
tif langkah dan alokasi sarana yang terbaik untuk mencapai tujuan tertentu.

Adanya fungsi pengawasan terhadap setiap pelaksanaan rencana pemba­
ngunan adalah mutlak, untuk mengetahui sampai di mana terdapat kemajuan 
dan kapan terjadi kemacetan, dan bagaimana cara mengatasinya. Karena itu 
dalam fungsi pengawasan tercakup fungsi monitoring dan evaluasi, atau pe­
ngendalian dan penilaian. Dengan adanya fungsi monitoring dan evaluasi ter- ♦ 
sebut, setiap masalah atau hambatan dapat dideteksi sedini mungkin dan pe­
nanggulangan dapat dicari secepat-cepatnya.

III. BEBERAPA WILAYAH PERMASALAHAN DALAM PERENCANA­
AN SOSIAL

Dari sekian banyak wilayah permasalahan dalam perencanaan pemba­
ngunan sosial yang terdapat dalam Pelita III, terutama bidang-bidang pendi­
dikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, perumahan, 
generasi muda dan peranan wanita dalam pembangunan akan mendapat so­
rotan khusus dalam penyajian ini.
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1. Pendidikan Formal

Dari sekian banyak wilayah permasalahan dalam perencanaan sosial dihi­
dang pendidikan, yang antaranya telah direalisasikannya penyebaran SD In­
pres, guru-guru SD, penghapusan SPP pada tingkat SD, pendidikan luar seko­
lah, kepramukaan, penggalakan sekolah-sekolah swasta, pemberantasan buta 
huruf dan program kerja lainnya.

Dalam pelaksanaan rencana pembangunan di bidang pendidikan tersebut 
yang harus kita camkan dan perhatikan tidak hanya sekedar mencapai target 
seperti yang direncanakan, tetapi yang lebih penting ialah adanya kesinam­
bungan, pemeliharaan, peningkatan dan kelestarian dari pelaksanaan pemba­
ngunan pendidikan tersebut.

Misalnya bagaimana caranya menurunkan jumlah angka putus sekolah se­
banyak mungkin. Tidak itu saja, tetapi harus dicari alasan-alasan apa yang 
menyebabkan seorang anak putus sekolah. Dalam kaitan ini faktor-faktor 
lingkungan, kehidupan ekonomi, sosial budaya seorang keluarga di suatu wi­
layah harus diselidiki. Misalnya kebutuhan dari para orang tua untuk mem­
peroleh bantuan tenaga dari anak-anak mereka, yang merupakan dukungan 
utama dalam peningkatan penghasilan keluarga. Karena itu dalam pelaksana­
an rencana pendidikan formal, tidak selalu mutlak harus ada keseragaman 
jadwal waktu belajar di seluruh tanah air.

Jadwal waktu belajar tersebut seyogyanya disesuaikan dengan kegiatan 
dan kebutuhan daerah. Misalnya jika di suatu daerah bantuan tenaga kerja - 
anak-anak yang dibutuhkan orang tua adalah pada pagi hari, maka pendidik­
an formal tersebut dapat diadakan pada sore hari dan sebaliknya.

Dengan demikian diharapkan bahwa jumlah anak putus sekolah akan da­
pat dikurangi, atau dihapuskan sama sekali, dan si anak dapat menyesuaikan 
diri dengan kebutuhan bantuan tenaga oleh orang tua mereka. Begitu pula 
pendirian dan penyediaan sarana pendidikan berupa gedung-gedung sekolah, 
peralatan, dan tenaga-tenaga pengajar tidak akan sia-sia, artinya kekurangan 
anak didik hingga menganggurnya, sarana-sarana tersebut akan dapat dihin­
darkan sejauh-jauhnya.

Memperkecil jumlah anak putus sekolah dan memungkinkan anak-anak 
untuk menyelesaikan pendidikan pada suatu jenjang waktu tertentu adalah 
penting. Karena dengan adanya orang-orang yang berpendidikan dalam ma­
syarakat, maka akan terus ditingkatkan motivasi ke arah dinamisasi pemba­
ngunan. Mereka dapat mengisi dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan 
dengan lebih bergairah lagi karena dengan pendidikan yang diperolehnya me­
reka memahami arti pembangunan bagi masyarakat.
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Salah satu aspek penting dalam perencanaan sosial di bidang pendidikan, 
dan juga sebetulnya untuk setiap perencanaan sosial di bidang lainnya, ialah 
metode yang benar dalam pengumpulan data. Karena kalau data yang dihim­
pun tidak sesuai maka perencanaan tersebut tidak akan mengenai sasaran 
yang dituju.

Karena target pendidikan pada umumnya adalah anak-anak usia sekolah, 
dan mereka adalah anggota dari suatu keluarga atau rumah tangga, maka in­
formasi mengenai kondisi rumah tangga/keluarga harus relevan dengan kehi­
dupan anak-anak, yaitu informasi mengenai pendapatan rumah tangga, pe­
ngeluaran, konsumsi, rumah dan peralatannya, sanitasi, air bersih, letak pusat 
fasilitas kesehatan dan lain sebagainya. Pada umumnya survai rumah tangga 
yang dilakukan hampir di semua negara berkembang bersifat survai ekonomi 
untuk memperoleh data mengenai pendapatan dan pengeluaran rumah tang­
ga, terutama ditujukan untuk penentuan indeks biaya hidup, pencegahan in­
flasi, analisa pasar dan lain sebagainya.

Sedangkan survai rumah tangga untuk mengetahui kondisi sosial, seperti 
perumahan, sanitasi lingkungan, air bersih dan fasilitas kesehatan yang sangat 
penting bagi perkembangan anak-anak jarang dilakukan. Tidak jarang terjadi 
bahwa hasil analisa survai ekonomi tersebut menganggap remeh eksistensi 
anak-anak dalam keluarga, sehingga adanya kemiskinan yang menimpa anak- 
anak tersebut menjadi tidak tampak.

2. Pendidikan Non-Formal/Luar Sekolah

Adanya kebijaksanaan pemerintah dalam pemerataan pendidikan tidak 
menjamin secara mutlak bahwa setiap anak akan dapat memperoleh pendidik­
an secara tuntas dan berkesinambungan. Banyak faktor mungkin akan terung­
kap jika survai sosial dalam masyarakat dengan lebih akurat dan tepat dapat 
dilakukan.

Pada akhir Pelita II diharapkan bahwa anak-anak usia SD yang dapat ter­
serap ialah sekitar 85%. Menurut keterangan Bapak Presiden Soeharto di de­
pan Sidang DPR pada tanggal 15 Agustus 1981 pada pertengahan Pelita III ini 
masih terdapat sekitar 10% anak-anak usia SD yang belum tertampung.

Hasil tersebut cukup menggembirakan, terutama merupakan persiapan 
yang menggairahkan menjelang dilaksanakannya Wajib Belajar bagi>seluruh 
anak-anak di Indonesia.

Namun demikian belum terserapnya sejumlah anak-anak usia SD tersebut, 
ditambah lagi dengan adanya sejumlah anak-anak putus sekolah, cukup mem­
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prihatinkan kita. Terutama bagi anak-anak putus sekolah, karena mungkin 
saja bahwa akibat kesibukan anak-anak membantu orang tua, atau terisolasi­
nya tempat tinggal mereka yang jauh letaknya dari fasilitas sekolah maka 
mereka putus sekolah. Maka akhirnya apa yang mereka telah peroleh selama 
pendidikan dasar di SD untuk dua atau tiga tahun akan hilang sama seka­
li, atau mungkin mereka menjadi buta huruf kembali. Sehingga usaha-usaha 
yang telah demikian banyak menyita waktu, tenaga, fikiran dan uang akan 
menjadi sia-sia, karena perencanaan sosial dalam bidang pendidikan tersebut 
tidak melakukan monitoring dan evaluasi dari hasil pelaksanaan perencanaan­
nya.

Untuk menanggulangi masalah tersebut, maka pemerintah telah menyusun 
program pendidikan non-formal atau luar sekolah, yang selain membantu ke­
sempatan untuk bersekolah kembali atau belajar bagi mereka yang putus se­
kolah, juga menolong mereka yang tidak pernah memperoleh kesempatan ber­
sekolah sama sekali. Sehubungan dengan itu Program Kejar telah dirintis ta­
hun 1978 di beberapa daerah pilot project di Indonesia.

Pendidikan non-formal/luar sekolah bagi mereka yang putus sekolah su­
dah tentu bertujuan untuk mengarahkan mereka pada sasaran positif, 
sehingga mereka nantinya menjadi warganegara yang bermanfaat bagi masya­
rakat. Diusahakan agar mereka dapat menciptakan sumber-sumber pekerjaan 
sendiri di daerah mereka sendiri, atau paling tidak merupakan beban bagi 
orang tua dan masyarakat.

Dengan adanya program pemerintah dalam Pelita III untuk meratakan 
pembangunan, maka pemerataan pendidikan itu juga dimaksudkan agar ang­
katan kerja muda tersebut tidak berbondong-bondong ke kota-kota besar, te­
tapi agar betah di daerah mereka sendiri. Dengan demikian urbanisasi dapat 
dikurangi atau dicegah sebanyak mungkin.

Program pendidikan non-formal bagi mereka yang belum pernah memper­
oleh pendidikan atau buta huruf memang penting sekali, karena pemerataan 
hasil pembangunan kita ini harus dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat. 
Kebutahurufan merupakan pangkal kebodohan dan kemelaratan. Hal ini 
terang tidak sesuai dengan suatu masyarakat yang sedang membangun demi 
peningkatan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial melalui 
industrialisasi dan modernisasi pertanian.

Bagi negara yang sedang melaksanakan industrialisasi dan modernisasi 
pertanian tersebut jelas bahwa melek huruf merupakan syarat mutlak untuk 
berhasilnya program tersebut. Selain untuk meningkatkan kemakmuran bang­
sa dan negara kita sendiri, maka dalam dunia yang penuh persaingan ketat ini 
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ketrampilan dan kecakapan setiap warganegara adalah mutlak jika kita ingin 
meningkatkan daya saing kita demi untuk kelestarian bangsa dan negara.

Pelita I sampai Pelita III tidak hanya sekedar meningkatkan proyek- 
proyek padat karya saja, dengan memperkerjakan tenaga-tenaga yang tidak 
terampil, tetapi ternyata semakin banyak melaksanakan proyek-proyek padat 
karya yang membutuhkan tenaga-tenaga terampil. Karena itu tidak jarang ter­
jadi bahwa pada suatu proyek industri besar (raksasa) di suatu daerah, misal­
nya Asahan, Cilacap, Arun, Bontang, Tembagapura dan lain sebagainya, 
fihak kontraktor tidak bisa mempergunakan tenaga kerja lokal karena tidak 
terampil, tetapi harus mendatangkan tenaga-tenaga dari luar daerah yang te­
rampil. Jika hal ini tidak dipadukan dalam suatu perencanaan sosial yang 
mantap, maka akan terjadi keresahan sosial yang tidak dikehendaki.

Sekitar 80% dari penduduk Indonesia masih bermukim di daerah pedesa­
an, dan sebagian besar dari mereka mengandalkan pencahariannya di bidang 
pertanian. Beberapa segi dan teknik pertanian tradisional yang masih mengun­
tungkan kita akan tetap dipertahankan, atau ditingkatkan daya gunanya. Kita 
tidak memungkiri ketrampilan para petani kita mengolah tanah yang telah di­
wariskan oleh nenek moyang kita ribuan tahun yang lalu. Tetapi kitapun tidak 
dapat menutup mata untuk kenyataan bahwa dengan semakin meningkatnya 
jumlah penduduk, semakin menyempitnya lahan-lahan pertanian, dan sema­
kin berkurangnya kesempatan kerja di bidang pertanian, maka mau tidak mau 
suatu usaha modernisasi pertanian harus dilancarkan secara bertahap. Peng­
gunaan pupuk, obat-obatan, tanaman jenis unggul, mekanisme selektif, pe­
masaran hasil-hasil pertanian, jelas membutuhkan orang-orang atau petani 
yang mengerti baca tulis, dan berhitung. Misalnya melalui PPL, Kelompok 
Tani, Siaran Radio Pedesaan, Siaran TVRI Desa atau Daerah Membangun, 
para petani dapat memahami dan mampu melaksanakan bimbingan atau pe­
ngarahan-pengarahan yang diberikan melalui PPL atau media massa tersebut. 
Hal-hal seperti operasi irigasi, penggunaan campuran pupuk kimiawi dan in­
sektisida dan pestisida, membuat kalkulasi mengenai banyaknya benih untuk 
sawah, volume air yang diperlukan agar tanaman tumbuh secara optimal, de­
wasa ini jelas membutuhkan petani yang lebih terpelajar daripada waktu- 
waktu yang lampau.

Di masa lalu para petani kita karena kebodohan dan kemiskinannya dalam 
pendidikan selalu menjadi bulan-bulanan para lintah darat, tengkulak, 
bahkan sementara pejabat pemerintah setempat sendiri, sehingga tidak jarang 
mereka tertipu dan menjadi korban dari kebodohannya tersebut.

Membebaskan mereka dari tiga buta, yaitu: (a) buta aksara dan 
angka; (b) buta Bahasa Indonesia; dan (c) buta pendidikan dasar (pengeta-
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huan/informasi fungsional; ketrampilan dan sikap mental pembaharuan dan 
pembangunan), adalah sangat penting agar mereka juga dapat menikmati 
hasil-hasil pembangunan nasional kita. Sehingga dari prosedur memperoleh 
bahan baku, mengerjakan produksi, dan memasarkan hasil-hasil pertanian 
atau industri kecil mereka, mereka akan cukup mempunyai bekal pengetahuan 
dasar yang tidak memungkinkan mereka terperangkap atau tertipu atau men­
jadi korban orang-orang yang lebih terpelajar tetapi perbuatan-perbuatannya 
sangat merugikan orang-orang di pedesaan.

Secara garis besar dan umum, baik pendidikan formal maupun pendidikan 
non-formal, selain dapat meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri, juga 
penting agar setiap kebijakan dan program-program pemerintah tidak hanya 
sekedar sampai pada rakyat, tetapi betul-betul dapat difahami dan disadari 
dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan demikian partisipasi anggota 
masyarakat dalam pembangunan akan dapat meningkat, karena memang 
pemerataan pendidikan betul-betul meresap dan berjalan dengan tuntas dan 
mantap.

3. Perencanaan Pembinaan Generasi Muda

Perencanaan Pembinaan Generasi Muda dalam pembangunan begitu dira­
sakan penting oleh Pemerintah dan masyarakat, karena sebagian besar dari 
jumlah penduduk terdiri dari angkatan muda. Kita ingin bahwa apa yang telah 
dibangun oleh para pendahulu kita maupun oleh kita sekarang akan dapat di­
wariskan kepada generasi penerus berikutnya dengan hasil-hasil yang lebih 
meningkat, di samping apa yang telah dihasilkan sekarang akan dipelihara 
dengan sebaik-baiknya. Kalau kita tidak seawal mungkin menggalang pembi­
naan generasi muda ini, maka dapat dibayangkan hasil-hasil yang tidak dapat 
diharapkan di kemudian hari.

Sehubungan dengan itu kegiatan generasi muda harus diarahkan pada hal- 
hal yang lebih positif, produktif dan konstruktif, disertai pembinaan kecin­
taan kepada tanah air dan bangsa yang semakin tebal. Pendataan dan peren­
canaan untuk pembangunan generasi muda ini memerlukan pekerjaan yang le­
bih seksama lagi. Hambatan-hambatan dan penanggulangannya harus dide­
teksi sedini mungkin, agar tidak merupakan masalah-masalah yang semakin 
bertumpuk dan tak terkendalikan.

Secara garis besar dapat dikumpulkan data-data jumlah pemuda putus se­
kolah, berapa persen yang tertampung dalam berbagai jenis pekerjaan, berapa 
persen yang menganggur, berapa persen yang tinggal menetap di desa dan be­
rapa persen yang pindah ke kota-kota. Kursus-kursus ketrampilan apa yang 
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paling disukai dan paling relevan dengan situasi dan kondisi di daerah 
tersebut. Kemudian daripada itu fasilitas olahraga dan rekreasi apa yang terse­
dia di daerah tersebut, bagaimana penggunaan dan pemeliharaannya. Karena 
sering terjadi bahwa telah tersedia fasilitas olahraga dan rekreasi lainnya, teta­
pi ternyata tidak terjangkau oleh kebanyakan pemuda desa dengan berbagai 
macam alasan. Kemudian pekerjaan-pekerjaan sukarela yang bersifat sosial 
apakah yang bisa menggalakkan aspirasi para pemuda di daerah. Pengaruh- 
pengaruh negatif, apakah yang datang dari dalam maupun dari luar daerah 
yang dapat menyelewengkan generasi muda, hendaknya dapat dideteksi 
seawal mungkin dan dicari penyelesaiannya dengan tepat.

Dengan mendidik kader-kader generasi muda yang dapat membawa 
mereka kepada hal-hal yang positif diharapkan bahwa potensi yang besar 
yang terkandung dalam kalangan generasi muda dapat diarahkan pada 
proyek-proyek pembangunan yang lebih konstruktif dan produktif lagi.

4. Perencanaan Kebudayaan Nasional

Sangat erat hubungannya dengan perencanaan pendidikan dan generasi 
muda adalah perencanaan kebudayaan nasional. Seperti dijelaskan oleh Pe­
merintah beberapa waktu yang lalu, ’’Pengembangan kebudayaan nasional 
adalah usaha sadar untuk memelihara, menghidupkan, memperkaya, mem­
bina, menyebarluaskan dan memanfaatkan segenap perwujudan dan keselu­
ruhan hasil fikiran, kemauan serta perasaan manusiawi Indonesia dalam 
rangka perkembangan/kepribadian manusia, perkembangan hubungan 
manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, untuk dihayati, diresapi dan dinik­
mati oleh masyarakat.”

Menyadari hubungan erat antara pendidikan dan pengembangan 
kebudayaan berarti mengakui pentingnya pendidikan yang terus menerus, 
apabila ia hendak dikaitkan secara fungsional dan efektif dengan pengem­
bangan kebudayaan. Sebab hanya apabila pendidikan dan kebudayaan itu 
dikaitkan secara erat akan terlihat betapa pentingnya pendidikan ditanggapi 
sebagai suatu proses yang berlangsung seumur hidup secara terpadu, artinya 
pendidikan sekolah saling mengisi dan melengkapi dengan pendidikan luar se­
kolah.

Penerapan pendidikan yang terus-menerus (seumur hidup) pada pengem­
bangan kebudayaan membutuhkan serangkaian sarana teknis yang kompleks, 
seperti pembangunan prasarana dan sarana yang sepadan, pusat kebudayaan, 
sanggar kegiatan belajar, pusat ilmu pengetahuan, pusat audio visual, 
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museum, perpustakaan, klub olahraga dan pencinta alam, dan lain-lain yang 
semakin mendesak untuk diarahkan pada program pendidikan orang dewasa 
dan acara guna pengisi waktu senggang bagi penduduk pedesaan ataupun bagi 
orang tua dan para cacad.

Penyelenggaraan kegiatan kebudayaan dapat atau sebaiknya dilakukan 
oleh pemerintah dan swasta secara bersama, sehingga anggota masyarakatpun 
mempunyai tanggung jawab (termasuk generasi muda) untuk melestarikan 
dan memelihara kebudayaan nasional tadi.

Masalah ini sangat penting mengingat sangat terbukanya Tanah Air kita 
untuk pengaruh kebudayaan yang datang dari luar. Agar kita dapat memper­
tahankan dan melestarikan kebudayaan nasional yang ada dan menyerap ke­
budayaan asing yang positif untuk memperkaya kebudayaan yang telah ada, 
perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan yang terus-mene­
rus, terpadu dan terkoordinasi dengan berbagai instansi pemerintah maupun 
swasta.

Dalam rangka perencanaan dan pembangunan kebudayaan nasional terse­
but para perencana daerah perlu mengadakan inventarisasi kebudayaan di 
daerahnya yang memerlukan pelestarian dan perlindungan sebelum menjadi 
punah atau hilang sama sekali. Para perencana daerah dengan bantuan 
tenaga-tenaga peneliti terutama dari tingkat perguruan tinggi perlu mengada­
kan penelitian tentang pengaruh-pengaruh negatif yang datang dari luar 
daerah yang sekiranya dapat menyingkirkan nilai-nilai kebudayaan bangsa.

IV. PERENCANAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN PE­
NELITIAN

Meskipun para perencana pusat lebih berwenang dan banyak mengetahui 
perencanaan bidang-bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian secara 
nasional, peranan para perencana daerah penting sekali dalam bidang-bidang 
tersebut. Tidak jarang terjadi bahwa suatu daerah menerapkan teknologi yang 
sebetulnya tidak cocok untuk daerah tersebut sehubungan dengan kepadatan 
penduduk, topografi, jenis industri di kawasan tersebut dan lain sebagainya. 
Para perencana daerah harus memperhitungkan penggunaan teknologi, tidak 
hanya sekedar ikut-ikutan atau latah, tetapi betul-betul sadar akan kegunaan­
nya di daerah tersebut, sesuai dengan tenaga, dana, dan kebutuhan daerah ter­
sebut.

Mengingat bahwa lembaga pengetahuan, terutama perguruan tinggi, telah 
menyebar ke seluruh penjuru Tanah Air, maka perencanaan daerah harus 
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mendayagunakan kapabilitasnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi serta penelitian bagi kepentingan pembangunan daerah. Misalnya 
sejumlah Kabupaten di Propinsi Jawa Barat telah memanfaatkan sejumlah 
perguruan tinggi yang ternama, seperti UI, ITB dan IPB untuk ikut merenca­
nakan pembangunan daerah dalam berbagai bidang. Walaupun demikian, 
tidak serta merta apa yang disarankan mereka harus diserap atau diterima 
oleh para perencana daerah, seandainya para perencana daerah merasa yakin 
bahwa apa yang disarankan itu belum mengena betul sasarannya. Karena 
mungkin sejumlah perguruan tinggi yang ada belum banyak pengalaman 
dalam penerapan teori untuk praktek, maka perlu kiranya dijalin kerja sama 
yang harmonis antara lembaga-lembaga perguruan tinggi dan para perencana 
daerah agar dapat dicapai hasil yang semaksimum mungkin untuk pemba­
ngunan daerah.

Karena berbagai macam teknologi berbagai tingkat (rendah, madya, 
tinggi, tepat guna) masuk ke berbagai wilayah Indonesia, maka perlu lebih 
meningkatkan kesadaran dan kepekaan bangsa kita terhadap arus teknologi 
baru tersebut, dengan cara menyaring dan meneliti sedalam-dalamnya 
sebelum kegunaannya dalam praktek dapat diterapkan untuk jangka panjang. 
Karena tidak jarang terjadi bahwa apa yang merupakan teknologi baru bagi 
negara kita mungkin bagi negara asalnya sudah merupakan teknologi yang 
usang dan tidak berguna lagi. Sehingga nantinya dalam memperoleh suku 
cadang atau pemeliharaan selanjutnya akan ditemui kesukaran bagi para 
pemakainya. Masalah yang sama berlaku bagi obat-obatan, insektisida bagi 
tanaman.

Untuk lebih meningkatkan daya inspirasi dan inovasi bangsa kita dalam il­
mu pengetahuan dan teknologi, maka kita tidak boleh puas dan sekedar pan­
dai merakit, kemudian meniru dan mengerjakan substitusi impor dari negara 
asalnya, tetapi hendaknya diusahakan peningkatan mutu, penyesuaian peng­
gunaannya di negara kita, terjadinya inovasi, penemuan yang baru dari tekno­
logi asalnya. Dalam hal ini tidak ada hal yang lebih penting bagi perencana, 
baik di pusat maupun di daerah, daripada mengusahakan didirikannya 
museum-museum teknologi atau industri, terutama di daerah yang dapat 
merangsang para pemuda kita untuk menjadi lebih kreatif, inovatif dan 
menemukan hal-hal yang baru, yang dapat meningkatkan kemampuan 
teknologi dan ilmu pengetahuan bangsa dalam taraf internasional. Pelajar 
sekolah maupun mahasiswa perguruan tinggi, selain didorong untuk menjadi 
pencinta alam sehingga cinta tanah air akan semakin tebal, hendaknya juga di­
mungkinkan secara teratur mengadakan widya wisata ke kawasan-kawasan in­
dustri maupun proyek-proyek raksasa yang dapat mendorong motivasi lebih 
tinggi lagi bagi para pemuda kita tersebut.
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V. PERENCANAAN KESEHATAN

Jika tadi diuraikan bagaimana pentingnya bidang pendidikan untuk me­
ningkatkan daya motivasi, pembaharuan dan mental pembangunan, yang 
pada gilirannya akan meningkatkan kegairahan kerja, memungkinkan kerja 
lebih trampil, dan menggalakkan partisipasi rakyat dalam pembangunan, 
maka sangat erat kaitannya dengan perencanaan pendidikan ialah perencana­
an dalam bidang kesehatan.

Rakyat yang telah memperoleh pendidikan akan mengerti masalah- 
masalah kesehatan, di mana kesehatan merupakan pangkal dari segala kegiat­
an seseorang dalam masyarakat, dan pendorong bagi dinamisasi pembangun­
an nasional. Bidang kesehatan ini juga meliputi masalah-masalah yang luas. 
Dari peningkatan gizi, keluarga berencana, sanitasi lingkungan, air bersih, 
jamban keluarga, air susu ibu, pendeteksian dan penanggulangan sedini 
mungkin penyakit menular, penggunaan obat-obatan, pelayanan kesehatan 
dan lain sebagainya.- Sudah barang tentu masalah-masalah kesehatan tersebut 
harus didukung oleh tenaga kesehatan serta fasilitas kesehatan yang memadai, 
agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat dijangkau oleh segala lapisan 
masyarakat, terutama oleh golongan miskin.

Dalam perencanaan kesehatan inipun sangatlah penting bahwa pengum­
pulan data diusahakan selengkap mungkin. Karena setiap data yang masuk 
yang tidak atau kurang memiliki kebenaran, akan menghasilkan suatu peren­
canaan kesehatan yang keliru, dan akhirnya yang akan menanggung rugi ada­
lah masyarakat sendiri. Jika perencanaan dalam bidang kesehatan tersebut 
dapat disusun dan kemudian dilaksanakan dengan baik, kita yakin bahwa 
masalah-masalah defisiensi gizi, keluarga berencana, angka kematian, perpan­
jangan usia akan dapat ditangani sehingga setiap anggota masyarakat akan 
merupakan warganegara yang aktif dan dinamis yang berguna bagi pemba­
ngunan bangsa dan negara.

Dengan telah dikeluarkannya Keppres No. 27 Tahun 1980 untuk pemben­
tukan Bappeda Tingkat II di seluruh Indonesia, maka perencanaan dari 
bawah bukan lagi sekedar idam-idaman, tetapi telah merupakan kenyataan 
yang harus segera diisi oleh kita semua. Sehubungan dengan itulah maka pe­
rencanaan kesehatan harus pula disesuaikan dengan kebutuhan masing- 
masing wilayah dan terkoordinasi dengan instansi-instansi vertikal yang ada di 
wilayah tersebut. Misalnya letak suatu puskesmas, balai pengobatan, penem­
patan Dokter Inpres, penyediaan tenaga paramedis, harus betul-betul terenca­
na dalam perumusan masalah kesehatan yang jelas. Tidak jarang terjadi 
bahwa para perencana pusat lebih mementingkan formula umum dalam pe­
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rencanaan kesehatan tersebut, misalnya untuk sekian jumlah penduduk dibu­
tuhkan sekian banyak tempat tidur rumah sakit, sekian banyak tenaga dokter 
dan paramedis, Puskesmas dan lain sebagainya. Tetapi untuk suatu wilayah 
tertentu formula umum tersebut mungkin tidak mengena, karena sifat dan 
kondisi penduduk dan wilayah berlainan dengan wilayah lain, sehingga segala 
kebutuhan dan fasilitas yang bersifat umum tadi tidak berlaku untuk wilayah 
tertentu. Terjadinya pelaksanaan fasilitas kesehatan yang bersifat duplikasi 
agar sejauh mungkin dihindarkan, misalnya adanya di satu daerah instansi- 
instansi pemerintah maupun swasta yang menyediakan fasilitas kesehatan 
dalam bidang-bidang yang sama.

Sehubungan dengan usaha menggalakkan perencanaan dari bawah, maka 
para perencana daerah terutama Bappeda Tingkat II harus betul-betul siap 
dan berani mengemukakan kebutuhan dan fasilitas kesehatan yang diperlukan 
untuk daerahnya. Sudah tentu tidak hanya asal mengemukakan, tetapi harus 
dengan bukti-bukti dan argumentasi yang masuk akal dan data-data yang aku­
rat. Mungkin metode perencanaan program kesehatan, baik dari pusat mau­
pun dari daerah sendiri, akan mempergunakan data yang sama, tetapi 
mungkin penuangannya dalam perencanaan akan berbeda antara perencana 
pusat dan perencana daerah. Perencana pusat akan lebih menonjolkan 
kebutuhan kesehatan yang bersifat nasional dan berusaha untuk menyeragam- 
kannya, sebaliknya perencana daerah akan lebih mengetahui, mengenali dan 
merasakan kebutuhan kesehatan daerahnya sendiri.

Secara garis besar langkah-langkah pokok serta bahan yang dihasilkan 
dalam penyusunan program kesehatan secara berurutan adalah sebagai 
berikut:

Langkah-langkah pokok

1. Analisa status kesehatan masyarakat 
dan faktor-faktor lingkungan

2. Analisa, kegiatan, sarana kesehatan 
dan hambatan-hambatan

3. Perumusan masalah kesehatan

4. Penyusunan tujuan usaha peningkatan 
kesehatan

Bahan-bahan yang dihasilkan
i

- Keadaan kesehatan masyarakat dan faktor 
lingkungan fisik, sosial, budaya-ekonomi dan 
antropologi yang mempengaruhinya, baik pa­
da saat ini maupun yang diperkirakan pada 
saat akhir Pelita III.

- Kebijaksanaan program dan teknologi dari 
kegiatan yang ada, sarana-sarana kesehatan 
dan hambatan-hambatan.

- Perumusan masalah kesehatan terutama me­
ngenai status kesehatan beserta urutan ting­
katan pengutamaannya.

- Tujuan program-program kesehatan, dalam 
pengertian pengurangan masalah kesehatan 
terutama mengenai status kesehatannya.
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5. Penyusunan strategi

6. Penyusunan rencana program

7. Penyampaian dan Pembahasan rencana 
program

- Strategi atau kebijaksanaan kesehatan Pelita 
III yang meliputi pendekatan atau intervensi 
untuk menanggulangi masalah-masalah kese­
hatan dengan cara yang berhasil dan berdaya 
guna.

- Usulan Pola perencanaan kesehatan menca­
kup usulan kerangka pokok program, terma­
suk pula pengutamaan proyek yang perlu di­
susun perincian rencananya.

- Perbaikan usulan pola rencana kesehatan se­
telah diadakan pengambilan keputusan oleh 
Pimpinan. (Departemen Kesehatan jika di 
pusat, dan Kanwil Kesehatan jika di daerah).

Meskipun sudah dilalui langkah-langkah pokok dan kemudian diperoleh 
bahan-bahan yang dihasilkan untuk menyusun pola perencanaan kesehatan, 
dalam pelaksanaannya pasti akan terdapat hambatan-hambatan dan keku­
rangan-kekurangan yang berada di luar dugaan si perencana sendiri. Dalam 
kaitan inilah diperlukan kepekaan dari fihak perencana untuk secara terbuka 
menerima segala input yang datang baik dari mereka yang berkecimpung 
dalam bidang kesehatan maupun dari anggota masyarakat pemakai pelayanan 
kesehatan dan terutama dari media massa. Segala input, baik yang positif 
maupun yang negatif, akan sangat berguna untuk mengolah perencanaan 
kesehatan kemudian, sehingga segala macam kekeliruan dan kesalahan yang 
lampau dapat dihindarkan.

1. Peningkatan Gizi

Usaha-usaha peningkatan gizi harus disesuaikan dengan bahan-bahan 
yang tersedia di daerah masing-masing, karena bagaimanapun baiknya suatu 
perencanaan peningkatan gizi, kalau bahan-bahannya yang diperlukan tidak 
ada di wilayah tersebut, atau bahan-bahan itu tersedia tetapi daya beli masya­
rakat belum mampu, semuanya itu tidak akan banyak gunanya. Jadi setiap 
unsur atau bahan yang dapat meningkatkan nilai gizi yang ada di daerah harus 
diinventarisasi, sehingga hanya unsur-unsur atau bahan-bahan yang betul- 
betul tidak ada di wilayah tersebut akan didatangkan.

Dalam hubungan tersebut di atas para perencana daerah harus berlomba 
dan bersaing dengan para pedagang makanan dan obat-obatan yang banyak 
diperdagangkan di daerah yang belum tentu nilai gizinya bermutu dan sesuai 
dengan kebutuhan daerahnya.
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Sasaran yang harus mendapat prioritas utama dalam peningkatan gizi ter­
sebut terutama ialah anak-anak balita dan usia sekolah, karena setiap keku­
rangan gizi yang diderita oleh anak-anak akan membawa pengaruh yang tidak 
sedikit dalam pertumbuhan jasmani dan rohani mereka selanjutnya. Untuk 
dapat mengetahui ada tidaknya defisiensi gizi pada anak-anak, suatu peneliti­
an yang intensif harus dilakukan.

2. Air Susu Ibu

Dengan meningkatnya hasil susu bubuk untuk makanan bayi, maka 
peranan air susu ibu (ASI) dikuatirkan semakin berkurang, kalau tidak dapat 
dikatakan punah sama sekali.

Penggalakan penggunaan Air Susu Ibu, selain akan merupakan penghe­
matan biaya bagi para ibu di pedesaan maupun perkotaan, juga akan mengha­
silkan pertumbuhan anak-anak yang relatif lebih sehat daripada mereka yang 
menggunakan susu bubuk. Tentu saja dengan syarat bahwa kesehatan si ibu 
baik, atau menurut nasihat Dokter si ibu yang bersangkutan memberikan ASI 
kepada bayinya.

Walaupun kaum ibu di kota-kota besar mungkin sangat sibuk dengan ker­
janya atau sementara ibu menjadi karyawati, ASI sebaiknya jangan ditinggal­
kan sama sekali, tetapi satu atau dua kali sehari diberikan juga pada bayi 
mereka.

Para perencana kesehatan daerah harus mengetahui betul dari data-data 
yang dihimpun berapa persen bayi-bayi yang memperoleh ASI dan berapa 
persen yang hanya mengandalkan susu bubuk.

3. Penggunaan Obat-obatan

Bermunculannya berbagai jenis obat-obatan telah mendorong rakyat In­
donesia, baik yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan, untuk beramai- 
ramai menggunakan obat-obatan modern. Tidak dapat disangkal bahwa me­
nurut penelitian yang seksama dari berbagai laboratorium obat modern, se­
jumlah besar dari obat-obatan tersebut memiliki khasiat tinggi. Dalam usaha 
pemerataan kesehatan biasanya suatu paket pelayanan kesehatan beserta 
obat-obatan diberikan kepada penderita pengunjung Puskesmas atau balai- 
balai pengobatan lainnya.
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Bagaimanapun murahnya pelayanan kesehatan rakyat di Puskesmas, un­
tuk umumnya rakyat desa, terutama yang tergolong di bawah garis kemiskin­
an, setiap rupiah yang mereka keluarkan akan besar artinya. Karena itu dalam 
membuat perencanaan kesehatan, faktor-faktor ekonomi rakyat harus betul- 
betul diperhitungkan agar obat-obatan yang dijual terjangkau oleh mereka. 
Syukur kalau dapat dicari suatu cara lain agar pelayanan kesehatan bagi go­
longan miskin atau yang berpenghasilan sangat rendah untuk wilayah-wilayah 
tertentu dapat dibebaskan sama sekali dari pembiayaannya.

Di samping itu penggunaan obat-obatan tradisional maupun penggunaan 
jasa-jasa dukun harus dicari kemungkinannya berdasarkan pertimbangan 
hasil-hasil penelitian yang seksama maupun kebijaksanaan pemerintah. 
Karena mungkin sejumlah rakyat yang bermukim di daerah yang sangat teri­
solasi tidak dapat mendatangi puskesmas, tetapi diketahui bahwa terdapat ta­
naman-tanaman yang berkhasiat di daerahnya.

Juga penggunaan obat tradisional untuk tujuan lain, misalnya jamu, patut 
dicari kemungkinannya. Perlu diselidiki mengapa jamu sampai begitu menye­
bar di seluruh pelosok Tanah Air dan seolah-olah dengan meminum jamu 
orang pasti akan memperoleh kesehatan yang diperlukan. Barangkali dalam 
kaitan ini jamu dapat dipakai sebagai alat kampanye untuk keluarga beren­
cana.

4. Sanitasi Lingkungan

Rakyat di suatu daerah pemukiman dapat saja dipaksa agar lingkungan di 
mana mereka berada memenuhi syarat-syarat kesehatan agar dapat hidup 
lebih sehat. Ada atau tidak adanya pendidikan atau tinggi rendahnya pendi­
dikan seseorang juga akan mempengaruhi kesadaran dan tanggung jawab 
akan sanitasi lingkungan.

Walaupun demikian kita menyaksikan pula bahwa di kota-kota besar pada 
umumnya rakyat lebih terpelajar tetapi ada juga yang mengabaikan sama 
sekali kesehatan lingkungan tersebut. Dalam hal sanitasi lingkungan para pe­
rencana kesehatan tidak hanya sekedar merencanakan berapa biaya yang 
harus dialokasikan untuk program tersebut, tetapi yang lebih penting ialah 
daya kemampuan masyarakat untuk memelihara dan melestarikan sanitasi 
lingkungan yang telah ada dan menjadikan sanitasi lingkungan sebagai way of 
life mereka.

Bagi mereka yang mengabaikan sanitasi lingkungan, barangkali harus di­
berikan semacam sanksi agar mereka menjadi patuh. Dalam hubungan ini, 
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para perencana daerah harus meneliti apakah dengan direalisasikannya suatu 
proyek sanitasi lingkungan, misalnya jamban keluarga di suatu desa, betul- 
betul rakyat akan mempergunakannya. Karena pengalaman menunjukkan 
bahwa suatu proyek jamban keluarga telah direalisasi di suatu desa, tetapi 
rakyat tetap mempergunakan sungai, ladang atau tempat lainnya untuk buang 
hajat, dan tidak mempergunakan jamban keluarga (MCK) untuk maksud ter­
sebut. Sehingga proyek yang memakan biaya cukup banyak tersebut akhirnya 
mubazir. Para perencana daerah harus meneliti bagaimana mengusahakan 
agar rakyat mau mempergunakan jamban keluarga dan meninggalkan kebia­
saan lamanya. Usaha melalui persuasi, dan bukan secara perintah dan koman­
do, terutama melalui anak-anak sekolah, mungkin cara yang terbaik untuk 
mengubah kebiasaan rakyat tersebut.

5. Penyakit Menular

Karena kebodohan dan ketidak-perduliannya, maka suatu penyakit menu­
lar yang menjangkit seseorang tidak segera dilaporkan oleh anggota masyara­
kat dengan berbagai pertimbangan, misalnya malu diketahui orang lain bahwa 
mereka mendapat serangan penyakit menular. Atau mungkin rakyat tidak me­
ngetahui bahwa jenis penyakit yang diderita itu adalah penyakit menular dan 
mereka percaya bahwa mereka mampu untuk mengatasinya.

Dalam hubungan ini maka pendeteksian seawal mungkin oleh para pejabat 
kesehatan, entah melalui RT/RK atau kelurahan, harus diusahakan dan tin­
dakan preventif dilakukan. Mencari data atau pendeteksian penyakit menular 
mungkin tidak mudah, karena sifat ketertutupan rakyat. Tetapi usaha yang 
harus dilakukan dengan cara lain ialah menyebarluaskan informasi tentang 
jenis-jenis penyakit menular yang berbahaya kepada rakyat, dengan memberi­
tahukan bahaya-bahaya dan tindakan-tindakan apa yang harus segera dilaku­
kan oleh si penderita atau keluarganya.

6. Air Bersih

Di daerah-daerah tertentu di tanah air kita terdapat kesukaran-kesukaran 
untuk memperoleh air bersih, terutama untuk minum, mandi dan cuci. Mung­
kin karena sifat daerahnya yang tandus, atau karena kebiasaan rakyat yang 
turun temurun, orang menggunakan air sembarangan saja tanpa memperduli- 
kan kebersihannya.

Mempergunakan air bersih secara konvensional, misalnya mengambil air 
bersih lewat pipa dan dari sumur artesis, memang memerlukan biaya yang ti­
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dak sedikit dan adanya bantuan pemerintah adalah mutlak. Di samping peren­
canaan air bersih yang konvensional, maka ada baiknya diinventarisasikan ke­
mungkinan menyaring air rawa, sungai menjadi air bersih dengan penyulingan 
sederhana.

Hasil pengembangan PKMD (Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa) 
di beberapa daerah teknik penjernihan air minum untuk pedesaan adalah se­
bagai berikut: digunakan pasir, kerikil, pecahan genting, serat dan tawas seba­
gai bahan pengendapannya. Proses ini mempergunakan gentong, kuali, jem- 
bangan atau barang-barang lain yang tersedia di sekitarnya. Atau pemakaian 
tanah liat untuk membuat jamban keluarga dan saluran air. Jalan lain ialah 
melindungi distribusi air minum dengan mempergunakan bambu yang tertu­
tup yang terlebih dahulu ruas-ruasnya dibuka.

Yang lebih penting dalam perencanaan air bersih ialah seberapa jauh rak­
yat dapat mengubah kebiasaan lama, mau meninggalkan alam mereka dan 
akhirnya bersedia untuk mempergunakan air bersih tersebut. Dalam hubung­
an ini para perencana harus bekerja sama dengan guru-guru sekolah dan 
pemilik-pemilik pabrik untuk mempergunakan murid-murid sekolah atau 
pegawai-pegawai pabrik sebagai juru penerang langsung kepada keluarga 
mereka masing-masing. Sudah tentu dalam kesempatan upacara atau selamat­
an dan lain sebagainya kampanye penggunaan air bersih harus pula diadakan. 
Kehadiran mahasiswa KKN, BUTSI dan terus-menerus mengingatkan rakyat 
akan manfaat air bersih bagi kesehatan.

7. Keluarga Berencana

Sering kita dengar bahwa di suatu daerah target Keluarga Berencana ber­
hasil dengan telah dicapainya sejumlah akseptor dari sekian jumlah pendu­
duk. Namun masih perlu diteliti oleh pihak perencana kesehatan, apakah ter­
capainya jumlah akseptor itu hanya terjadi karena didaftar semata-mata, atau 
secara konsekuen mereka menjadi akseptor aktif dengan penuh kesadaran dan 
tanggung jawab. Dalam hubungan ini suatu kampanye KB harus betul-betul 
disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, dan kebiasaan serta adat 
istiadat, agama atau kepercayaan rakyat harus diperhatikan oleh setiap peren­
cana KB. Meskipun suatu perencanaan KB secara nasional harus seragam, ka­
rakteristik setiap daerah KB harus mendapat perhatian khusus dari setiap pe­
rencana KB agar dapat dicapai hasil yang semaksimum mungkin.

Seperti halnya dalam bidang-bidang lainnya, maka peranan monitoring 
dan evaluasi tentang jumlah akseptor dari waktu ke waktu harus dilakukan 
untuk mengetahui apakah meningkat, menurun, atau statis. Apabila jumlah 
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itu statis atau menurun, harus segera dicari sebab-sebabnya dan diatasi sedini 
mungkin, agar perencanaan berikutnya akan lebih baik.

VI. PERANAN WANITA DALAM PEMBANGUNAN

Mengingat pentingnya peranan wanita dalam pembangunan, maka dalam 
Kabinet Pembangunan III telah diangkat seorang Menteri Muda Urusan 
Peranan Wanita. Untuk menyukseskan peranan wanita dalam pembangunan, 
maka sudah tentu data-data dari daerah sangat penting dalam rangka me­
ngembangkan kebijaksanaan peranan wanita tersebut.

Dalam kaitan ini data-data mengenai status wanita yang kawin dan belum 
kawin atau tidak kawin, jumlah anak, wanita yang cerai, wanita jompo, 
wanita yang bekerja, wanita sebagai kepala rumah tangga harus mendapatkan 
sorotan yang lebih tajam dari perencana daerah.

Jika di suatu daerah diadakan kursus-kursus ketrampilan wanita, maka 
lembaga-lembaga kursus harus dapat menyesuaikan kebutuhan kursus dengan 
daerah tempat kursus diberikan, dan oleh sebab itu harus mengetahui apakah 
bahan-bahan untuk kursus itu tersedia di daerah tadi.

Tidak jarang terjadi, terutama di kota-kota besar, bahwa kaum wanita di­
sibukkan oleh berbagai macam kegiatan atau organisasi, sehingga tugas 
pokok memelihara keluarga, terutama anak-anak, menjadi terlantar. Akibat­
nya bisa fatal. Seperti sering kita lihat anak-anak kurang terurus akibat tidak 
adanya atau kurangnya perhatian dari ibu-ibu tersebut, karena mereka terpak­
sa membagi waktunya untuk keluarga, arisan, organisasi, pekerjaan sosial, 
atau bekerja. Dalam membuat perencanaan peranan wanita dalam pemba­
ngunan hal itu perlu disesuaikan.

Sebaliknya di desa-desa, di samping wanita yang bekerja mungkin terdapat 
sejumlah wanita yang tidak bekerja sama sekali kecuali mengurus anak dan 
suami. Jelas bahwa akan terdapat waktu terluang bagi wanita-wanita tersebut, 
dan soalnya ialah peranan apa yang dapat diberikan kepada mereka untuk 
ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Mereka bisa mengerjakan kerajinan 
tangan, membuat kue, jahit-menjahit dan lain sebagainya, yang selain bergu­
na untuk menambah pendapatan keluarga, juga dapat menggairahkan kera­
jinan di daerah tersebut.

VII. BIDANG PERUMAHAN

Dengan makin meningkatnya jumlah penduduk, maka masalah perumah­
an makin terasa bagi para perencana. Terutama di kota-kota besar, sukarnya 
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dan mahalnya mendapatkan tanah perumahan merupakan masalah besar bagi 
rakyat yang berpenghasilan rendah, khususnya pegawai negeri golongan te­
rendah.

Dengan diangkatnya Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat, maka se­
jak beberapa tahun terakhir telah dikeluarkan kebijaksanaan nasional menge­
nai perumahan rakyat, yang murah dan terjangkau oleh lapisan rakyat ber­
penghasilan rendah. Di beberapa kota besar di seluruh Indonesia telah diba­
ngun ribuan rumah murah dan sederhana yang dapat dibeli dengan jalan ang­
suran jangka panjang.

Dalam merencanakan rumah-rumah tipe Perumnas tersebut, maka sangat 
penting untuk diperhatikan oleh para perencana daerah agar tidak terjadi spe­
kulasi tanah, sehingga tanah yang akan dipergunakan rakyat banyak menjadi 
mahal harganya, dan proyek Perumnas akhirnya mengalami kelambatan. Di- 
samping itu harus diperhatikan agar tanah yang akan dipakai membangun Pe­
rumnas bukan tanah pertanian yang subur, atau tanah yang seyogyanya meru­
pakan jalur hijau di suatu wilayah perkotaan. Dalam hal ini soalnya tidak ha­
nya sekedar membangun perumahan saja, tetapi juga faktor-faktor lingkung­
an hidup harus diperhatikan oleh para perencana.

Perencanaan perumahan bagi rakyat di desa-desa terang tidak akan sama 
dengan Perumnas untuk para karyawan atau pegawai negeri di kota-kota 
besar. Seperti telah dilakukan di sementara daerah sistem pemugaran rumah- 
rumah desa yang telah ada mulai dirintis. Dalam hubungan ini kita hendaknya 
pula mengingat situasi dan kondisi daerah, serta memperhatikan segi arsitek­
tur rumah desa yang sifatnya serba guna.

VIII. KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

1. Kesimpulan

Garis-garis besar perencanaan sosial seperti diuraikan di atas jelas tidak sa­
ma dengan perencanaan-perencanaan sosial yang telah dilakukan pada waktu- 
waktu sebelumnya, tetapi terang mempunyai suatu tujuan yang tunggal, ialah 
bagaimana meningkatkan kualitas kehidupan rakyat Indonesia untuk seka­
rang dan waktu-waktu yang akan datang.

Untuk dapat membuat perencanaan sosial yang betul-betul mendekati ke­
sempurnaan, maka kita harus mengetahui indikator-indikator sosial yang oleh 
sebab itu harus diselidiki secara terus-menerus dan teratur agar perencanaan 
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sosial yang kita inginkan dapat lebih akurat dalam pelaksanaannya. Cara 
mengukur tiap-tiap indikator sosial itu mungkin ada yang bersifat tahunan, 
setengah tahunan, kuartalan, dua tahun sekali, atau setiap lima tahun sekali. 
Hal ini tergantung pada sifat dari indikator sosial yang akan kita teliti.

Mencari indikator-indikator sosial melalui pencacahan, penelitian, atau 
bentuk-bentuk survei lainnya terang akan memakan banyak biaya. Beberapa 
jenis cara yang lebih murah mungkin dapat dilakukan oleh perencana daerah. 
Misalnya pendaftaran kematian, kelahiran, atau yang sakit, yang biasanya 
masing-masing dilakukan di Kelurahan, Puskesmas, atau tempat-tempat lain 
(RT/RK) merupakan sumber utama untuk mencari data-data tersebut. Dalam 
beberapa tahun terakhir ini semakin banyak peneliti, terutama dari perguruan 
tinggi, atau mahasiswa yang ber-KKN, yang dapat diberi tugas tambahan oleh 
para perencana daerah untuk mencari data-data tertentu yang diperlukan un­
tuk perencanaan sosial. Misalnya mengenai sanitasi lingkungan, perumahan, 
keluarga berencana, dan lain sebagainya.

2. Saran-saran

Dalam rangka penyebaran pembangunan ke seluruh wilayah Nusantara, 
maka lebih banyak lagi proyek industri besar dan kecil akan dibangun di 
daerah-daerah, baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Keadaan ini 
akan berakibat makin banyaknya masalah-masalah sosial yang akan timbul.

Pemerataan pendidikan yang sudah mulai dirasakan oleh rakyat, terutama 
pendidikan dasar, akan juga menimbulkan harapan-harapan pada penduduk 
untuk bergerak ke arah tingkat yang lebih tinggi.

Perkembangan teknologi komunikasi yang semakin pesat akan juga me­
nyempitkan jurang antara kota dan desa, sehingga langsung atau tidak lang­
sung akan timbul pengaruh-pengaruh yang positif maupun negatif bagi ma­
syarakat pedesaan dalam berbagai bidang kehidupan sosial budaya mereka.

Sehubungan dengan akan lebih banyaknya masalah-masalah sosial budaya 
dalam waktu-waktu mendatang, terutama menjelang dilancarkannya Pelita 
IV, maka kebringasan sosial para perencana daerah harus mulai digalakkan, 
dengan secara terus-menerus dan sedini mungkin mencari data-data yang di­
anggap perlu untuk mempersiapkan perencanaan sosial di masa-masa yang 
akan datang.

Para perencana maupun pemerintah daerah sendiri harus peka dan ako­
modatif terhadap kritikan-kritikan yang bersifat membangun yang datang da­



PERENCANAAN SOSIAL DI INDONESIA 215

ri masyarakat, terutama media massa, yang nantinya akan bermanfaat sebagai 
input bagi formulasi perencanaan sosial berikutnya.

Dalam metode pengumpulan data-data sosial budaya, maka para perenca­
na daerah tidak boleh merasa puas dengan data yang dikumpulkan dalam satu 
kali wawancara saja. Karena sering terjadi, bahwa responden orang-orang pe­
desaan akan memberi jawaban yang kurang benar dan hanya untuk menye­
nangkan fihak penginterview saja. Apalagi jika penginterview disertai oleh se­
orang pejabat Pemda atau Pusat. Berhubung dengan hal tersebut maka jika 
waktu dan uang memungkinkan, maka mengenai beberapa masalah sosial ti­
dak cukup dilakukan pendataan hanya satu kali jalan saja, tetapi mungkin 
harus lebih dari satu kali untuk memperoleh jawaban yang benar dari respon­
den.

Adanya data yang seakurat mungkin sangat penting bagi para perencana, 
agar pembuatan analisa untuk perumusan kebijaksanaan perencanaan sosial 
tidak meleset karena kekeliruan data yang diperoleh.

Sebelum si perencana daerah menerima rekomendasi yang datang dari 
orang luar daerah yang mungkin kelihatannya menarik, maka terlebih dahulu 
harus digali sedalam-dalamnya setiap potensi yang ada di daerah tersebut un­
tuk mengembangkan perencanaan sosial yang feasible untuk daerah tersebut. 
Sebaliknya hal itu tidak berarti bahwa setiap saran atau usulan orang luar dae­
rah mengandung hal-hal yang kurang mengena untuk perencanaan sosial 
daerah. Terdapat kemungkinan juga bahwa para peneliti luar daerah mampu 
melihat kemungkinan atau potensi-potensi sosial daerah, yang tidak bisa 
dilihat oleh orang daerah sendiri.

Jadi suatu jalinan kerja sama erat antara para perencana daerah dan para , 
peneliti luar daerah harus dikoordinasi sedemikian rupa, sehingga daerah 
akan memperoleh manfaat semaksimum mungkin untuk kepentingan pengem­
bangan sosial di daerah tersebut.
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